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KPK TETAPKAN DUA TERSANGKA KASUS KORUPSI DANA PEN DI 

SITUBONDO 

 
Sumber gambar: https://news.detik.com/berita/d-7512456/kpk-tetapkan-2-tersangka-kasus-korupsi-dana-

pen-situbondo-salah-satunya-bupati  

 

KPK memulai penyidikan kasus dugaan korupsi di Kabupaten Situbondo. Korupsi 

itu berkaitan dengan pengelolaan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di Pemkab 

Situbondo periode 2021-2024. "Pada tanggal 6 Agustus 2024 telah melakukan penyidikan 

dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh Penyelenggara 

Negara atau yang mewakilinya terkait pengelolaan dana Pemulihan Ekonomi Nasional 

(PEN) serta pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten Situbondo tahun 2021-

2024," kata Jubir KPK Tessa Mahardhika Sugiarto kepada wartawan, Rabu (28/8/2024).  

Tessa mengatakan dua orang telah ditetapkan sebagai tersangka di kasus tersebut. 

Para tersangka merupakan penyelenggara negara di Kabupaten Situbondo. "KPK juga 

telah menetapkan dua orang tersangka yaitu KS dan EP," katanya. KPK belum memerinci 

identitas kedua tersangka terkait korupsi dana PEN Situbondo. Tessa mengatakan 

penyidikan kasus ini masih berjalan.  

"Terkait perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tersangka akan 

kami umumkan saat penyidikan perkara ini telah dirasakan cukup," ujar Tessa. Informasi 

dari sumber detikcom, kedua tersangka di kasus korupsi dana PEN Pemkab Situbondo 

salah satunya ialah Bupati Situbondo, Karna Suswandi. Selain itu, KPK menjerat Eko 

Prionggo selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pemkab 

Situbondo.  
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Sumber Berita: 

1. https://news.detik.com/berita/d-7512456/kpk-tetapkan-2-tersangka-kasus-korupsi-

dana-pen-situbondo-salah-satunya-bupati, “KPK Tetapkan 2 Tersangka Kasus 

Korupsi Dana PEN Situbondo, Salah Satunya Bupati”, tanggal 28 Agustus 2024. 

2. https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2024/kpk-tetapkan-dua-tersangka-kasus-

korupsi-dana-pen-di-situbondo/, “KPK Tetapkan Dua Tersangka Kasus Korupsi 

Dana PEN di Situbondo”, tanggal 28 Agustus 2024. 

 

Catatan: 

• Program pemulihan ekonomi nasional (PEN) adalah upaya pemerintah agar 

perekonomian nasional (dan daerah) dapat segera pulih dari resesi yang terjadi 

karena dampak pandemi Covid-19. 

• Terkait Tindak Pidana Korupsi, Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Barang dan 

Jasa diatur pada: 

1. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi, sebagaiman telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang 

perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan UU 

No. 1 Tahun 2023 tentang Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:  

a. Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan, “Setiap orang yang secara melawan hukum 

melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu 

korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, 

dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling 

singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda 

paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 

Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”  

b. Pasal 3, yang menyatakan, “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan 

diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan 

kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau 

kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian 

negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara 

paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau 

denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling 

banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).  

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah pada:  
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a. Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan, “Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan 

secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab 

dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, 

serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.”  

b. Pasal 55:  

1)  ayat (1) yang menyatakan, “Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: a) 

belanja operasi; b) belanja modal; c) belanja tidak terduga; dan d) belanja 

transfer.  

2) ayat (3) yang menyatakan, “Belanja modal sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf b merpakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset 

tetap merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset 

lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.”  

3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik 

Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden 

Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada:  

a. Pasal 3:  

1) ayat (1) Pengadaan Barang/Jasa dalam Peraturan Presiden ini meliputi:  

a) Barang;  

b) Pekerjaan konstruksi;  

c) Jasa konsultansi; dan  

d) Jasa lainnya  

2) ayat (2) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan secara terintegrasi.  

3) ayat (3) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana di maksud pada ayat (1) 

dilaksanakan dengan cara:  

a) Swakelola; dan/atau  

b) Penyedia  

b. Pasal 4 yang menyatakan bahwa, “pengadaan barang/jasa bertujuan untuk: a. 

menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan 

diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi dan penyedia”;  

c. Pasal 11  

1) ayat (1) huruf i yang menyatakan bahwa “PPK dalam pengadaan 

Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas 

mengendalikan kontrak  



   

 

 
Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara/Catharina Laura Roretta 4 

2) ayat (3) yang menyatakan, “Ketentuan lebih lanjut mengenai 

pengalokasian Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.  

d. Pasal 17 ayat (2) yang menyatakan bahwa, “penyedia sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) bertanggung jawab atas:  

1) pelaksanaan Kontrak;  

2) kualitas barang/jasa;  

3) ketepatan perhitungan jumlah atau volume;  

4) ketepatan waktu penyerahan;  

5) ketepatan tempat penyerahan”;  

e. Pasal 78 ayat (3) huruf f yang menyatakan bahwa, “dalam hal Penyedia: f. 

terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak, Penyedia dikenai 

sanksi administratif”;  

f. Pasal 78 ayat (5) huruf f yang menyatakan bahwa, “pelanggaran atas ketentuan 

sebagaimana dimaksud pada: f. ayat 93) huruf f dikenai sanksi denda 

keterlambatan”. 

   

 


